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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan pelayanan 
petugas pajak terhadap penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah badan usaha yang memakai reklame di jalan 
Jend. Sudirman kota Palembang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini mengunakan 
metode purposive sampling, sehingga didapatkan sampel sebanyak 78 responden. Jenis data 
pada penelitian ini termasuk kedalam data primer yang di dapatkan langsung dari responden 
dengan cara menyebarkan kuesioner. Selanjutnya data yang didapat diolah dengan bantuan 
aplikasi SPSS sehingga didapatlah hasil t hitung dari variabel sanski perpajakan sebesar 5,546 
dan t hitung untuk variabel pelayanan petugas pajak sebesar 7,243 maka dapat disimpulkan 
bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak berpengaruh secara parsial terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kota Palembang. Secara simultan sanksi perpajakan dan 
pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Palembang 
dengan F hitung 377,627.  
 
Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, Penerimaan Pajak 
                      Reklame 
 
Abstract 
This research aims to know the influence of service tax penalties and tax officials of the 
advertisement tax receipts at the Regional Revenue Office Palembang. The population in this 
study are business entities that used billboards in the Jend. Sudirman street Palembang.  Sample 
that are used in this study used purposive sampling, so the number of the samples obtained as 
many as 78 respondents The type of data in this study belong to the primary data which is gotten 
directly from the respondents by distributing questionnaires. Furthermore, the data obtained is 
processed with SPSS so the result t of variables sanctions taxation amounted to 5.546 and the t 
for the variable service tax officer at 7.243, it can be concluded that the tax penalties and service 
taxes officials partial effect of the advertisement tax acceptance in Palembang, Simultaneously, 
tax penalties and service tax officials affect the tax revenue billboard in the city of Palembang 
by F count 377.627. 
 
















1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial. Pajak 
memiliki peranan penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan di tingkat nasional, 
tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota (Istianto, 2011).  
Pembangunan di daerah merupakan titik awal pelaksanaan dari pembangunan negara 
dalam jangka panjang, sehingga pemerintah daerah diharapkan bisa lebih mengetahui 
potensi apa yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Pembangunan merupakan upaya 
pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu 
pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah dan pelaksanaan pembangunan tersebut 
diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur keperluan rumah tangganya 
sendiri (Ghofir, 2000).  
Maka dari itu tahun 2002 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan 
dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-undang No. 32 
Tahun 2004 menyatakan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Bagi pemerintah di Kabupaten/Kota penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu 
sumber potensial yang dapat diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten/Kotanya. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak reklame. Pajak 
reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Priantara, 2013). Pajak reklame 
merupakan pajak yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan 
pemerintah daerah. Pengenaan pajak pada reklame dikarenakan reklame adalah benda, alat, 
perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 
barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dirasakan dan dinikmati oleh umum. 
(www.dispenda.palembang.go.id).  
Pajak reklame diharapkan memili kontribusi dalam menyumbang Pendapatan Asli 
Daerah akan tetapi realisasi pajak reklame di Kota Palembang belum memuaskan ini dapat 
dilihat dari realisasi pajak reklame di Kota Palembang dari tahun 2013-2015. 
Berikut ini data mengenai realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2015 
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
Tahun 2013-2015 di Kota Palembang 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 
2013 Rp 9.200.000.000,00 Rp 8.731.561.027,26 
2014 Rp 13.500.000.000,00 Rp 14.185.516.850,50 
2015 Rp 14.890.000.000,00 Rp 15.318.876.606,00 
       Sumber : Dispenda kota Palembang 2016 
Dari data diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame di kota 
Palembang tahun 2013 tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota 
Palembang, di tahun 2014 penerimaan pajak rekame mencapai target yang ditetapkan 
pemerinatah tetapi penerimaan ditahun tersebut tidak terlalu signifikan dari target yang 
telah ditetapkan begitu juga dengan target penerimaan pajak reklame di tahun 2015 dimana 
peningkatannya tidak terlalu signifikan dari target yang telah ditetapkan pemerintah. 
Dalam proses pemungutan pajak reklame di kota Palembang juga masih menemui 
berbagai kendala salah satunya yaitu, wajib pajak sering telat membayarkan kewajiban 









sendiri secara sukarela tanpa adanya penerbitan surat paksa terlebih dahulu. Beberapa 
faktor seperti sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak dalam melayani kebutuhan 
wajib pajak memiliki kemungkinan mempengaruhi keinginan wajib pajak dalam membayar 
kewajiban pajaknya. Faktor Tax Payer adalah salah satu faktor yang melekat pada wajib 
pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari dalam lingkungan yang 
mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Bagi petugas pajak faktor-faktor 
tersebut bersifat tidak bisa diperkirakan oleh karena itu pengetahuan tentang faktor yang 
melekat pada wajib pajak tersebut merupakan input penting dalam rangka untuk 
meningkatkan penerimaan pajak reklame. 
Faktor sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar 
pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh 
para Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang 
bahwa sanksi perpajakan akan merugikan diri mereka. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ahmad Farouq Ghazali (2015) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh 
terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Wajo. 
Terkait dengan kebijakan peraturan daerah Kota Palembang No. 14 Tahun 2010 dimana 
untuk setiap wajib yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
Faktor Pelayanan Petugas Pajak Pelayanan perpajakan diukur melalui ketentuan 
perpajakan, kualitas SDM, dan sistem informasi perpajakan. Untuk mencapai optimalisasi 
penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak reklame, maka perlu adanya kesadaran dari 
aparat pajak untuk mengoptimalkan penarikan pajak kepada Wajib Pajak. Hal ini harus 
didukung pula oleh kesediaan Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya melalui 
pembayaran pajak. Peraturan di bidang perpajakan harus memberikan kejelasan. Ahmad 
Farouq Ghazali (2015) menyatakan bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kabupaten Wajo.  
Penelitian ini mengambil responden di wilayah Jalan Jendral Sudirman alasan memilih 
jalan tersebut dikarenakan Jalan Jendral Sudirman merupakan pusat Kota dan di wilayah 
ini terdapat badan usaha yang menggunkan reklame. 
Berdasarkan hal di atas maka penulis memutuskan untuk mengetahui bagaimana sanksi 
perpajakan dan pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak reklame. Berdasarkan hal-hal 
tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi 
Perpajakan dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Reklame 
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak 
reklame di Kota Palembang? 
2. Apakah pelayanan petugas pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak 
reklame di Kota Palembang? 
3. Apakah sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak berpengaruh secara simultan 
terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Palembang? 
 
3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan 
pajak reklame di Kota Palembang. 
2. Untuk mengetahui pelayanan petugas pajak berpengaruh secara parsial terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kota Palembang. 
3. Untuk mengetahui sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak berpengaruh secara 






2. LANDASAN TEORI 
 
1.1 Landasan Teori 
1.1.1 Teori Kepatuhan 
Kepatuhan berasal dari kata patuh. Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), 
patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan 
berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran 
dan aturan. 
Para ahli menyatakan, kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak 
mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. 
Apabila Wajib Pajak telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan yang 
berlaku serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka masyarakat akan sadar 
membayar pajak (tax consciousness). Hasrat keikhlasan untuk membayar pajak 
akan terealisasi dengan perbuatan aktif, yaitu membayar pajak pada waktunya dan 
pada jumlah terutang (tax disciplinary). Jadi bisa disimpulkan, kepatuhan Wajib 
Pajak adalah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Tuntutan akan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayarkan pajak 
atas reklame yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi/perusahaannya dalam 
hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory) dimana jika wajib pajak 
memiliki hasrat keikhlasan untuk membayar pajak reklame maka akan terealisasi 
dengan perbuatan aktif, dengan patuhnya wjib pajak dalam membayar pajak 
reklame maka akan meningkatkan penerimaan pajak reklame pada Dinas 
Pendapatan Daerah. 
 
1.1.2 Theory of Planned Behavior 
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang 
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. 
Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 
(Noviyanti, 2016), yaitu: 
a. Behavioral Beliefs  
Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 
b. Normative Beliefs  
Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 
c. Control Beliefs  
Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya 
tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya 
tersebut (perceived power).  
Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2016), dalam penelitian ini Theory of 
Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakaannya. Sebelum individu melakukan sesuatu maka 
individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh 
dari perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki 
keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi 
harapan tersebut (normative beliefs). Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan 
sosialisasi yang diberikan fiskus dalam hal mensosialisasikan perpajakan. 
Penyuluhan-penyuluhan pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak 
untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 









Control beliefs berkaitan dengan sanksi perpajakan. Sanksi pajak ditetapkan 
untuk mendukung kepatuhan wajib pajak yang menggunakan reklame dalam 
kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ditentukan atas dasar persepsi 
wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib 
pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak telah patuh 
maka akan berdampak terhadap penerimaan pajak reklame. 
 
1.1.3 Pajak 
Definisi  pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Dalam Resmi (2013, 
h.1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.  
Adapun definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat. Dalam Resmi (2013, h.1) 
mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 
timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara 
umum. 
 
1.1.4 Sanksi Perpajakan 
Menurut Mardiasmo (2013, h. 59) menyatakan bahwa sanski perpajakan 
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanski 
perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 
norma perpajakan. 
Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua sanksi perpajakan yang terdiri 
sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma 
perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam 
dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi 
dan sanksi pidana.  
Peraturan daerah Kota Palembang No. 14 tahun 2010 tentang pajak reklame 
setiap wajib pajak yang kurang bayar atau lupa membayarkan pajaknya dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% setiap bulan untuk 
paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. 
 
1.1.5 Pelayanan Petugas Pajak 
Menurut Suwanto (2013, h. 107) menyatakan bahwa tanpa pelayanan yang baik, 
suatu perusahaan tidak akan mampu menambah pelanggan. Pelayanan ini 
merupakan daya tarik yang sangat penting bagi peningkatan laba perusahaan. 
Dikaitkan dengan penerimaan pajak reklame maka apabila pelayanan yang 
dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah baik maka 
hal itu dapat menjadi faktor untuk meningkatkan pajak khususnya pajak reklame. 
Apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat baik maka wajib 
pajak akan puas dan mempunyai pengalaman langsung dari pelayanan yang 
diberikan fiskus sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak reklame 
sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan 







2.1.6  Pajak Daerah 
Menurut Priantara (2013, h.535) pajak daerah secara umum adalah kontribusi 
wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
 
2.1.7  Pajak Reklame 
Menurut Priantara (2013, h.543) pajak reklame adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau 
media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dirasakan dan dinikmati 
oleh umum. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang 
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk pihak 
lain yang menjadi tangungannya. (www.dispenda.palembang.go.id). 
 
2.1.8  Jenis-Jenis Pajak Reklame 
a. Reklame Papan 
b. Reklame Billboard/videotron/Megatron dan sejenisnya. 
c. Reklame Kain 
d. Reklame Melekat (Stiker) 
e. Reklame Selebaran 
f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan 
g. Reklame Udara 
h. Reklame Apung 
i. Reklame Suara 
j. Reklame Film/Slide 
k. Reklame Peragaan 
 
2.1.9  Tarif Dasar Pajak Reklame  
Tarif pajak reklame dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi sebesar 
25% dari nilai sewa yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang 
bersangkutan. Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi 
tergantung ketetapan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutkan 
disesuaikan dengan kondisi di daerah kabupaten/kota tersebut. untuk di kota 
Palembang sendiri tarif pajak ditetapkan sebesar 25 %. 
 
1.2 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka 
kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut: 
 
 











Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian 
ini adalah : 
H1:  Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota 
Palembang. 
H2:      Pelayanan Petugas Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota 
Palembang. 
H3:   Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Petugas Pajak berpengaruh secara simultan 
terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Palembang. 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
1.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut 
Sugiyono (2014, h.8-9) Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 
berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  
 
1.2 Teknik Pengambilan Sampel  
 Populasi yang digunakan adalah badan usaha yang menggunakan reklame jenis papan 
nama diwilayah Jln. Jendral Sudirman. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Menurut Sugiyono (2013, h. 218) purposive sampling adalah teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Responden dalam penelitian ini 
berjumlah 78 badan usaha di sekitar jln. Jendral Sudirman. 
 
1.3 Jenis Data 
 Menurut Ibrahim (2015, h.68) data dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua 
yaitu, data primer dan data sekunder. Pengertian data Primer dan data Sekunder yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan 
dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara 
langsung. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah  segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau 
relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas 
relevansinya. 
Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh dari penyebaran kuesioner ke UMKM yang menggunakan reklame di Kota 
Palembang. 
 
3.4 Teknik Pengukuran Variabel 
Metode kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan yang disediakan oleh peneliti 
untuk diisi oleh para responden. Dalam penelitian ini, teknik pengukuran variabel yang 










3.5 Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2013, h.147) mengatakan bahwa teknik analisis data pada penelitian 
kuantitatif menggunakan statik. Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik 
statistik deskritif. Teknik analisis data yang digunakan adalah software SPSS 22. 
 
3.5.1 Uji Validitas 
Uji Validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen alat ukur telah 
menjalankan sesuai dengan fungsinya. Sanusi (2011, h.76) menyatakan suatu 
interval dikatakan valid jika instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. 
 
3.5.2 Uji Reliabilitas 
Sanusi (2011, h.81) perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan yang 
sudah valid. Ada beberapa cara untuk menghitung reliabilitas instrumen yang sering 
digunakan antara lain dengan cara pengukuran ulang dan belah dua. Reliabilitas 
diukur dengan data statistik Cronbach’s Alpha jika nilai Alpha > 0,6 maka di 
katakan reliabel. 
 
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 
3.5.3.1 Uji Normalitas 
 Menurut Ghozali (2011, h.160) Uji Normalitas Data bertujuan 
untuk mengetahui apakah dalam model regrsi variabel dependen 
(terikat) dan variabel independen (bebas) apakah mempunyai 
kontribusi atau tidak. 
 
3.5.4.2 Uji Multikolinearitas 
 Menurut Ghozali (2011, hal. 105) Uji Multikolinearitas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 
variabel independen. 
 
3.5.4.3 Uji Heterokedastisitas 
 Ghozali (2013, h. 139) mengatakan bahwa Uji ini bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
satu pengamat ke pengamat lainnya. Jika varian dari residual satu pengamat 
ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. 
 
3.5.4 Analisis Regresi Berganda 







A  = Konstanta 
Y  = Penerimaan pajak reklame 
X1  = Sanksi Perpajakan 
     X2  = Pelayanan petugas pajak 
b1,b2 = Koefisien Regresi 











3.5.5 Uji Parsial (Uji t) 
Menurut Sanusi (2011, h.138) uji signifikan terhadap masing-masing koefisien 
regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-
masing variabel bebas (Xᵢ) terhadap variabel terikat (Y). 
 
3.5.6 Uji Simultan (Uji F) 
Menurut Priyatno (2014, h.143) Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel 
dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. 
 
3.5.7 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Ghozali (2011, h.97) Koefisien determinasi ( ) untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
  Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dimulai sebelum tahun 1975, 
dimana bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan 
dari bagian Biro Keuangan pemerintah daerah masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota 
Palembang dengan mengacu pada peraturan daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 
1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan 
Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di 
bidang pendapatan, penerapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan 
daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah kota Palembang sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di lingkungan Kecamatan Ilir 
Barat I, Jalan Merdeka No.21 Palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 Kecamatan dan 
107 Kelurahan. 
 
4.2  Hasil Pembahasan  
4.2.1 Uji Validitas 





























Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.2 nilai R hitung untuk masing- masing pertanyaan bernilai 
antara 0,698 sampai 0,848 sedangkan R tabel yang menggunakan signifikansi 0,05 
bernilai 0,1966. Sehingga ini bearti semua nilai dalam pertanyaan di R hitung pada 




4.2.2 Uji Reliabilitas 





X1 0,808 0,60 Reliabel 
X2 0,804 0,60 Reliabel 
Y 0,807 0,60 Reliabel 
         Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Dari hasil pengujian uji reliabilitas yang dapat dilihat di Tabel 4.2 menunjukkan 
bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada setiap variabel berada diatas 0,6. Sehingga dapat 
disimpulkan semua pertanyaan pada setiap variabel dapat dinyatakan sebagai alat 
ukur yang reliabilitas untuk digunakan pada analisis selanjutnya. 
 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
4.2.3.1 Uji Normalitas 
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .96735783 
Most Extreme Differences Absolute .093 
Positive .076 
Negative -.093 
Test Statistic .093 
Asymp. Sig. (2-tailed) .094c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
    Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Asymp Sig bernilai 0,094 
memiliki nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 sehingga data 














4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 
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a. Dependent Variable: PenerimaanPajakReklame 
   Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
Berdasarkan Tabel 4.4 nilai tolerance sanksi perpajakan yang dihasilkan sebesar 
0,205 dan pelayanan petugas pajak meempunyai nilai tolerance sebesar 0,205 lebih 
besar daripada 0,10. Sanksi perpajakan mempunyai nilai VIF (Value Inflation 
Factor) sebesar 4,877 dan pelayanan petugas pajak mempunyai nilai 4,877 yang 
artinya lebih kecil daripada 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah multikolinearitas pada data di penelitian ini. 
 
4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas 
    
 
        Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
Gambar 4.2 







Berdasarkan Gambar 4.2 di atas di dapat titik-titik yang menyebar di 
bawah dan diatas sumbu Penerimaan Pajak Reklame (Y), menyebar secara 
acak, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel di atas tidak terjadi 
heteroskedastistas. 
 
4.2.4 Analisis Regresi Berganda 
   









t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 1,357 ,666  2,038 ,045 
SanksiPerpaja
kan 
,403 ,073 ,425 5,546 ,000 
PelayananPetu
gasPajak 
,550 ,076 ,555 7,243 ,000 
a. Dependent Variable: PenerimaanPajakReklame 
Sumber: Data Diolah SPSS 22, 2016 
 
Berdasarkan Tabel 4.5 Coefficients, maka persamaan regresi linier berganda 
yaitu: 
Y = 1,357 + 0,403 X1 + 0,550 X2 + e 
 
Dimana :  
A = Konstanta 
Y = Penerimaan pajak reklame 
X1  = Sanksi Perpajakan 
X2  = Pelayanan petugas pajak 
b1,b2 = Koefisien Regresi 






















4.2.5 Uji Hipotesis 
4.2.5.1 Uji t) 
  









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,357 ,666  2,038 ,045 
SanksiPerpajakan ,403 ,073 ,425 5,546 ,000 
PelayananPetuga
sPajak 
,550 ,076 ,555 7,243 ,000 
a. Dependent Variable: PenerimaanPajakReklame 
 Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
  
Pada uji ini ditentukan probabilitas pada tabel t sebesar 5% dan df 76 
sehingga diperoleh hasil untuk t tabel sebesar 1,66515. Pada tabel 4.6 dapat 
dilihat bahwa: 
1. Variabel Sanksi Perpajakan (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap 
variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sanksi 
perpajakan < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t hitung 5,546 (5,546 > 
1,66515). 
2. Variabel Pelayanan Petugas Pajak (X2) berpengaruh dan signifikan 
terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 
pelayanan petugas pajak < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t hitung sebesar 
7,243 (7,243 > 1,66515). 
4.2.5.2 Uji Simultan (Uji F) 







Square F Sig. 
1 Regressio
n 
725,599 2 362,799 377,627 ,000b 
Residual 72,055 75 ,961   
Total 797,654 77    
a. Dependent Variable: PenerimaanPajakReklame 
b. Predictors: (Constant), PelayananPetugasPajak, SanksiPerpajakan 






Pada uji F dilihat berdasarkan nilai F hitung jika lebih besar dari F 
tabel yang digunakan maka terdapat pengaruh secara stimultan. 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil nilai Fhitung sebesar 377,627 
> Ftabel 4,90 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya 
bahwa variabel independen sanksi perpajakan dan pelayanan petugas 
pajak terdapat pengaruh yang simultan Penerimaan Pajak Reklame di 
Kota Palembang. 
  
4.2.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 
 






umber: Data Diolah SPSS 22, 2016 
 
Berdasarkan tabel analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
dari nilai  sebesar 0,910 artinya 91%% variabel X1 dan X2 






Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya maka, peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kota Palembang dimana nilai t hitung lebih besar daripada nilai t table 
yaitu 5,546 lebih besar dari 1,66515  dan nilai signifikasi sebesar 0.000 artinya lebih kecil dari 0.05 
dan variabel pelayanan petugas pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak reklame 
di Kota Palembang dimana nilai t hitung lebih besar daripada nilai t table yaitu 7,243 lebih besardari 
1,66515 dan nilai signifikasi sebesar 0.000 artinya lebih kecil dari 0.05.  
Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak juga berpengaruh secara simultan terhadap 
penerimaan pajak reklame di Kota Palembang dimana nilai F hitung lebih besar dari F table yaitu 
nilai F hitung menunjukan hasil nilai Fhitung sebesar 377,627 > Ftabel 4,90 dan nilai signifikan sebesar 
0,000  artinya lebih kecil dari 0,05. 
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat diketahui terdapat 8% pengaruh dari 
variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yang ikut mempengaruhi penerimaan pajak 
reklame pada DinasPendapatan Daerah Kota Palembang. Sedangkan variabel sanksi perpajakan dan 
pelayanan petugas pajak hanya berpengaruh sebesar 91% terhadap penerimaan pajak reklame. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Saran untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 
1) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan 
pendapatan daerah berupa pajak khususnya penerimaan pajak dari masyarakat 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,954a ,910 ,907 ,98017 









kota Palembang yang berhubungan dengan reklame pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang.  
2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus memberikan sanksi yang tegas 
terhadap wajib pajak yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban pajaknya agar 
membeerikan efek jera terhadap wajib pajak. Petugas pajak lebih meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pelayanan wajib pajak sehingga wajib pajak akan 
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak agar penerimaan 
pajak reklame akan semakin meningkat. 
 
2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, penulis 
memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya dapat 
lebih baik lagi, yaitu: 
1) Pada penelitian ini sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak belum dapat 
sepenuhnya menjelaskan pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota 
Palembang. Maka sebaiknya dilakukan penelitian lain yang sejenis dengan 
menggunakan variabel yang lain seperti kesadaran wajib pajak dan kondisi 
keuangan perusahaan. 
2) Peneliti selanjutnya harus memperluas objek penelitian atau wilayah sampel 
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